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Abstract 

Digital transformation has significantly changed consumption patterns, economic 
transactions, and the relationship between consumers and business actors. The rapid 
development of digital platforms, electronic commerce, and electronic payment 
systems has accelerated the growth of the digital economy in Indonesia. However, 
this development also introduces new challenges in consumer protection, including 
information asymmetry, misuse of personal data, and the increasing risk of fraud in 
online transactions. This study aims to analyze how digital transformation can 
optimize the role of the National Consumer Protection Agency/Badan Perlindungan 
Konsumen Nasional (BPKN) in addressing the dynamics of the digital economy. The 
research employs a qualitative approach using a literature review method based on 
academic journal articles, scholarly books, and policy documents related to digital 
economy and consumer protection. The analysis was conducted through literature 
identification, thematic analysis, and conceptual synthesis. The findings indicate that 
the existing consumer protection regulations have not fully accommodated the 
complexity of digital transactions, thus requiring regulatory strengthening and 
institutional transformation. Digital transformation within BPKN, including the use of 
integrated digital complaint systems, big data analytics, and artificial intelligence 
technology, can enhance supervisory effectiveness, accelerate consumer dispute 
resolution, and improve public services. Therefore, optimizing BPKN through digital 
transformation is expected to create a more adaptive, transparent, and responsive 
consumer protection system in Indonesia’s digital economy. 
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PENDAHULUAN 

Transformasi digital telah menjadi fenomena global yang mengubah hampir seluruh aspek 
kehidupan masyarakat, termasuk pola konsumsi, transaksi ekonomi, dan hubungan antara pelaku 
usaha dengan konsumen (Triendi et al., 2025; Amory et al., 2025; Bangsawan, 2023). 
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, platform digital, serta 
sistem pembayaran elektronik, telah menciptakan ekosistem ekonomi digital yang semakin 
kompleks dan dinamis. (Budiman et al., 2025) Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital 
berlangsung sangat pesat seiring meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan perangkat 
digital oleh masyarakat. Kondisi ini membawa peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional, 
namun pada saat yang sama memunculkan berbagai tantangan baru dalam aspek perlindungan 
konsumen. Dalam konteks ini, transformasi digital menuntut lembaga perlindungan konsumen, 
termasuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), untuk melakukan penyesuaian 
kebijakan, strategi, serta mekanisme pengawasan agar tetap relevan dengan dinamika ekonomi 
digital (Purnomo, 2025). 
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Pertumbuhan pesat transaksi digital, terutama melalui platform e-commerce, marketplace, 
serta layanan berbasis aplikasi, meningkatkan kompleksitas hubungan antara konsumen dan 
pelaku usaha, implikasinya terciptanya consumer empowerment (Rijali, 2025). Konsumen kini 
tidak hanya berinteraksi dengan pelaku usaha lokal, tetapi juga dengan perusahaan global yang 
beroperasi melalui platform digital lintas negara. Situasi tersebut memunculkan berbagai risiko 
baru, seperti penyalahgunaan data pribadi, praktik perdagangan tidak adil, informasi produk yang 
tidak transparan, hingga potensi penipuan digital (Nidhal et al., 2024; Susilawati, 2025; Wibowo, 
2023). Oleh karena itu, perlindungan konsumen dalam era digital memerlukan pendekatan regulasi 
dan kelembagaan yang adaptif serta berbasis teknologi (Elyani, 2025; Pembayun & Gunawan, 
2025). 

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan konsumen di Indonesia telah diatur melalui 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Kumalasari et al., 2022; 
Azayaka & Wahyudi, 2023). Undang-undang tersebut memberikan landasan bagi pembentukan 
berbagai institusi yang berperan dalam melindungi hak-hak konsumen, termasuk BPKN sebagai 
lembaga yang memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan 
perlindungan konsumen. Namun demikian, regulasi yang ada sebagian besar dirancang sebelum 
berkembangnya ekonomi digital secara masif. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan 
dan kelembagaan agar perlindungan konsumen dapat menjawab tantangan yang muncul dalam era 
ekonomi digital 

BPKN memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem perlindungan konsumen nasional 
melalui fungsi advokasi, pengawasan kebijakan, serta pemberian rekomendasi kepada pemerintah. 
Dalam konteks ekonomi digital, peran tersebut menjadi semakin penting karena dinamika pasar 
digital menuntut adanya mekanisme pengawasan yang lebih responsif, transparan, dan berbasis 
data. Transformasi digital dalam kelembagaan BPKN dapat menjadi instrumen penting untuk 
meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat penanganan pengaduan konsumen, serta 
memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan konsumen. Maulidia et al., 2022 
menyatakan BPKN harus mengakselerasi diri terhadap perkembangan layanan digital. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara transformasi digital dan 
perlindungan konsumen dalam ekonomi digital. Ardhianty (2025) & Hutabalian et al., 2025 
menyoroti bagaimana ekonomi berbasis data menciptakan tantangan baru terkait privasi dan 
keamanan konsumen. Sementara itu, Rachmat et al., (2025) dan Maslahah & Sulistiawati (2024)  
menunjukkan bahwa perkembangan platform digital memerlukan pendekatan regulasi yang lebih 
adaptif dan berbasis teknologi. Di sisi lain, pentingnya penguatan kelembagaan perlindungan 
konsumen agar mampu menghadapi perubahan struktur pasar digital (Silalahi, 2022). 

Selain itu, kajian mengenai tata kelola perlindungan konsumen digital juga menekankan 
pentingnya kolaborasi antara pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan masyarakat dalam 
menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan. Pendekatan ini dikenal sebagai model 
multi-stakeholder governance yang menempatkan konsumen sebagai aktor penting dalam sistem 
ekonomi digital. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab 
regulator, tetapi juga melibatkan berbagai pihak dalam memastikan praktik bisnis digital yang etis 
dan transparan (Sari & Irawati, 2025; Maulana, 2025). 

Dalam konteks transformasi digital kelembagaan, penggunaan teknologi seperti sistem 
pengaduan digital, big data analytics, serta artificial intelligence dapat meningkatkan efektivitas 
pengawasan dan penanganan kasus perlindungan konsumen (Azizah et al., 2024; Melisa et al., 
2025). Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan lembaga seperti BPKN untuk memantau 
tren pengaduan konsumen secara real time, mengidentifikasi potensi pelanggaran secara lebih 
cepat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Oleh karena itu, transformasi 
digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi, tetapi juga perubahan paradigma 
dalam tata kelola perlindungan konsumen. 

Berdasarkan uraian tersebut, transformasi digital merupakan kebutuhan strategis bagi 
BPKN dalam menghadapi dinamika ekonomi digital yang semakin kompleks. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis bagaimana transformasi digital dapat mengoptimalkan peran BPKN 
dalam memperkuat sistem perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan mengkaji berbagai 
literatur terkait ekonomi digital, tata kelola perlindungan konsumen, serta transformasi 
kelembagaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam 
pengembangan kebijakan perlindungan konsumen yang lebih adaptif dan responsif terhadap 
perkembangan teknologi digital. 
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METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature 
review) untuk menganalisis transformasi digital dalam sistem perlindungan konsumen serta 
optimalisasi peran BPKN dalam menghadapi ekonomi digital. Metode kajian literatur dipilih karena 
memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara sistematis berbagai teori, konsep, dan temuan 
penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian (Sjahruddin et al., 2024; Suganda et al., 
2024; Sugiyono, 2019; Creswell & Creswell, 2018). Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan organisasi internasional, serta dokumen kebijakan 
yang berkaitan dengan ekonomi digital dan perlindungan konsumen. 

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi literatur, seleksi sumber 
yang relevan, analisis tematik, serta sintesis konseptual (Agus et al., 2023; Evi et al., 2025; Creswell 
& Creswell, 2018). Literatur yang digunakan terutama berasal dari publikasi akademik yang 
membahas ekonomi digital, regulasi perlindungan konsumen, serta transformasi digital dalam tata 
kelola publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan 
penelitian (research gap) serta merumuskan kerangka analisis mengenai strategi optimalisasi 
peran BPKN dalam sistem perlindungan konsumen di era ekonomi digital. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Transformasi Ekonomi Digital dan Tantangan Perlindungan Konsumen 

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah struktur pasar dan pola interaksi antara 
konsumen dan pelaku usaha. (Faisal, 2023; Mahera & Suryadi, 2025; Sasmita & Suryadi, 2025). 
Teknologi digital memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat, efisien, dan tanpa batas 
geografis (Menarianti et al., 2024). Platform e-commerce, marketplace, serta layanan berbasis 
aplikasi telah menjadi sarana utama bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi 
Kristianti et al., 2024); Manurung & Putri, 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi 
tidak hanya memengaruhi sektor teknologi, tetapi juga mengubah sistem ekonomi secara 
keseluruhan. Menurut Asrul, (2024); Kamila et al., (2025); & Sifa et al., (2024), transformasi digital 
menciptakan model bisnis berbasis data dan platform global, memperluas akses konsumen, 
meningkatkan efisiensi, serta mempercepat pertumbuhan e-commerce dan persaingan pasar. 

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital berlangsung sangat pesat seiring dengan 
meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone oleh masyarakat (Rahman et al., 
2024; Budiman et al., 2025; Sudiantini et al., 2024). Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna 
internet di Indonesia telah melampaui 200 juta orang, sehingga menjadikan Indonesia sebagai 
salah satu pasar digital terbesar di Asia Tenggara (Lebang et al., 2023; Riyana et al., 2024). 
Pertumbuhan tersebut mendorong munculnya berbagai platform perdagangan digital yang 
mempertemukan konsumen dengan pelaku usaha secara langsung. Namun demikian, 
perkembangan tersebut juga membawa berbagai tantangan baru dalam aspek perlindungan 
konsumen, terutama terkait transparansi informasi produk, keamanan transaksi, serta 
perlindungan data pribadi (Pratama & Sembiring 2024; Rahman et al., 2023). 

Salah satu tantangan utama dalam ekonomi digital adalah meningkatnya asimetri informasi 
antara konsumen dan pelaku usaha (Fatchurrohman et al., 2026). Dalam transaksi digital, 
konsumen sering kali hanya memperoleh informasi terbatas mengenai kualitas produk, identitas 
pelaku usaha, maupun keamanan layanan yang digunakan. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi 
kerugian bagi konsumen apabila pelaku usaha tidak menjalankan praktik bisnis yang transparan 
dan bertanggung jawab. Dominasi platform digital dalam ekosistem ekonomi modern dapat 
menciptakan ketimpangan kekuatan pasar yang berdampak pada perlindungan konsumen. Gultom 
et al., (2024) menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu mengakomodir kompleksitas 
ekosistem e-commerce modern, terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab platform digital dan 
perlindungan hak konsumen. 

Selain itu, perkembangan ekonomi berbasis data juga memunculkan tantangan baru terkait 
privasi dan keamanan informasi konsumen (Rahmadani et al., 2024; Savitri et al., 2024). Banyak 
perusahaan digital mengumpulkan dan memanfaatkan data konsumen sebagai bagian dari strategi 
bisnis mereka (Arianto et al., 2025; Rahman et al., 2025). Fenomena ini sebagai surveillance 
capitalism, merujuk pada praktik pengumpulan data perilaku pengguna secara masif melalui 
teknologi digital yang kemudian dianalisis dan dimonetisasi untuk memperoleh keuntungan 
ekonomi (Jauza, 2024; Lipartito, 2025). Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak hanya 
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berkaitan dengan kualitas produk atau layanan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap data 
pribadi dan keamanan informasi konsumen. 

Tantangan lain dalam ekonomi digital adalah meningkatnya potensi praktik perdagangan 
tidak adil, seperti iklan menyesatkan, manipulasi ulasan produk, hingga penipuan dalam transaksi 
daring (Gultom et al., 2025; Malani & Zuhrah, 2025; Kinarta & Myharto, 2025). Praktik-praktik 
tersebut dapat merugikan konsumen karena informasi yang diterima tidak mencerminkan kondisi 
produk yang sebenarnya. Menurut Masturi et al., (2025); Bancin et al., (2025); Maulana (2025); 
Tamrin, (2025); & Muhidin, (2025) mekanisme perlindungan konsumen dalam ekonomi digital 
perlu diperkuat melalui regulasi yang adaptif dan sistem pengawasan yang berbasis teknologi. 

Dalam konteks Indonesia, perlindungan konsumen telah diatur melalui Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Kusumadewi & Sharon, 2022; Apandy et 
al., 2021). Namun demikian, regulasi tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika 
ekonomi digital yang berkembang sangat cepat (Suryantoro (2025; Putra, 2024; Sari & Irawaty, 
2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan kebijakan serta penguatan kelembagaan agar 
perlindungan konsumen dapat menjawab tantangan ekonomi digital secara lebih efektif (Juniwati 
et al., 2025; Setianingsih et al., 2025). 

Dengan demikian, transformasi ekonomi digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan 
bagi sistem perlindungan konsumen (Pamungkas & Faridah, 2025). Di satu sisi, digitalisasi 
membuka akses yang lebih luas bagi konsumen terhadap berbagai produk dan layanan (Kamila et 
al., 2025). Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai risiko baru yang 
memerlukan pendekatan regulasi dan pengawasan yang lebih adaptif (Ritonga & Faisal, 2024). Oleh 
karena itu, penguatan peran lembaga perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam 
memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap memberikan manfaat bagi masyarakat 
secara luas. 
Peran Strategis BPKN dalam Sistem Perlindungan Konsumen Digital 

BPKN merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem perlindungan 
konsumen di Indonesia (Shidarta, 2006; Taufikkurrahman, 2016). BPKN bertugas memberikan 
saran dan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan perlindungan konsumen serta 
melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut (Nadhira et al., 2023). Dalam 
konteks ekonomi digital, peran BPKN menjadi semakin strategis karena dinamika transaksi digital 
menuntut adanya mekanisme perlindungan konsumen yang lebih responsif dan adaptif terhadap 
perkembangan teknologi (Tabansa et al., 2025; Masturi et al., 2025; Mansiz et al., 2024). 

Perkembangan ekonomi digital telah menciptakan ekosistem transaksi yang lebih kompleks 
dibandingkan dengan sistem perdagangan konvensional. Dalam transaksi digital, konsumen 
berinteraksi dengan berbagai aktor, seperti platform digital, penyedia layanan pembayaran, serta 
pelaku usaha yang berasal dari berbagai negara. Kompleksitas tersebut menuntut adanya 
koordinasi yang lebih kuat antara berbagai lembaga pemerintah yang terkait dengan perlindungan 
konsumen. Sari & Baidhowi, 2025; Aulia et al., 2025) menekankan bahwa regulasi dalam era digital 
memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan lintas sektor. 

Dalam menjalankan perannya, BPKN dapat berfungsi sebagai lembaga yang mendorong 
penguatan kebijakan perlindungan konsumen digital melalui pemberian rekomendasi kepada 
pemerintah (Fitria & Pratama, 2024). Rekomendasi tersebut dapat mencakup penguatan regulasi 
terkait transparansi informasi produk, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian 
sengketa konsumen dalam transaksi digital. Menurut Mahdi et al., (2025), kebijakan perlindungan 
konsumen dalam ekonomi digital harus mampu menjamin kepercayaan konsumen terhadap sistem 
perdagangan digital. 

Lterasi digital merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan pengetahuan 
masyarakat dalam menggunakan teknologi digita (Damayanti et al., 2021). Karenanya, BPKN juga 
dapat berperan dalam meningkatkan literasi konsumen terkait transaksi digital. Literasi digital 
menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan konsumen untuk memahami risiko dan 
manfaat dari penggunaan platform digital. Konsumen yang memiliki tingkat literasi digital yang 
baik cenderung lebih mampu mengidentifikasi potensi risiko dalam transaksi digital serta 
mengambil keputusan yang lebih rasional dalam melakukan pembelian produk atau layanan 
(Ma’nawiyah et al., 2025; Prabowo et al., 2025). 

Peran strategis lainnya adalah memperkuat sistem pengaduan konsumen yang efektif dan 
mudah diakses oleh masyarakat. Dalam ekonomi digital, pengaduan konsumen sering kali 
berkaitan dengan transaksi daring yang melibatkan berbagai platform digital (Amaanulloh et al., 
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2025). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengaduan yang mampu menangani berbagai jenis kasus 
perlindungan konsumen secara cepat dan transparan. Mekanisme pengaduan yang efektif dapat 
meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sistem perlindungan konsumen (Masturi et al., 
2025). 

Selain aspek regulasi dan pengaduan, BPKN juga memiliki peran penting dalam mendorong 
kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem digital 
yang aman dan berkeadilan (Hamdi et al., 2025). Pendekatan multi-stakeholder governance 
menjadi penting dalam memastikan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bergantung pada 
regulasi pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menjaga 
praktik bisnis yang etis (Macoy & Hana, 2025; Yogantara, 2025). Dengan demikian, BPKN memiliki 
posisi strategis dalam memperkuat sistem perlindungan konsumen di era ekonomi digital. Melalui 
fungsi advokasi kebijakan, peningkatan literasi konsumen, penguatan sistem pengaduan, serta 
kolaborasi lintas sektor, BPKN dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan ekosistem 
ekonomi digital yang lebih aman, transparan, dan berkeadilan bagi konsumen. 
Strategi Transformasi Digital BPKN dalam Memperkuat Perlindungan Konsumen 

Transformasi digital menjadi salah satu strategi penting bagi lembaga perlindungan 
konsumen dalam menghadapi dinamika ekonomi digital (Gultom et al., 2025). Dalam konteks 
BPKN, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi, tetapi 
juga mencakup perubahan dalam tata kelola kelembagaan, mekanisme pengawasan, serta proses 
pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi kelembagaan dapat meningkatkan efisiensi operasional 
sekaligus memperkuat kemampuan lembaga dalam merespons berbagai permasalahan konsumen 
secara lebih cepat dan akurat (Purnomo & Yap, 2024). 

Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah pengembangan sistem pengaduan konsumen 
berbasis digital yang terintegrasi (Utomo et al., 2002). Sistem tersebut memungkinkan konsumen 
untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan secara daring tanpa harus datang secara langsung 
ke kantor lembaga terkait. Selain meningkatkan aksesibilitas layanan, sistem pengaduan digital 
juga memungkinkan lembaga perlindungan konsumen untuk mengumpulkan data pengaduan 
secara lebih sistematis sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan (Erlisa 
& Sendjaja, 2025). 

Pemanfaatan teknologi big data juga dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat 
sistem pengawasan perlindungan konsumen (Pujianto et al., 2018). Dengan menganalisis data 
pengaduan konsumen, tren transaksi digital, serta perilaku pasar, BPKN dapat mengidentifikasi 
potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha secara lebih cepat. Pendekatan berbasis 
data ini memungkinkan lembaga perlindungan konsumen untuk melakukan pengawasan yang lebih 
proaktif dapat membantu mengidentifikasi tren dan risiko baru di dalam ekonomi digital (Masturi 
et al., 2025). 

Selain itu, penggunaan teknologi artificial intelligence (AI) dapat membantu dalam 
meningkatkan efisiensi proses analisis keluhan konsumen (Syafira et al., 2025).  Sistem berbasis AI 
dapat digunakan untuk mengklasifikasikan jenis pengaduan, mengidentifikasi pola pelanggaran, 
serta memberikan rekomendasi awal terkait langkah penanganan kasus. Pemanfaatan teknologi AI 
berpotensi mempercepat proses penyelesaian sengketa konsumen sekaligus meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat. (Oktavia, 2024). 

Ttransformasi digital BPKN dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem 
perlindungan konsumen di Indonesia. Melalui pengembangan sistem pengaduan digital, 
pemanfaatan big data dan AI. BPKN dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan 
kepada konsumen. Strategi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital 
yang lebih aman, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.Hasil merupakan bagian 
utama penelitian, berisi: hasil bersih tanpa proses analisis data, dan hasil pengujian hipotesis. Hasil 
dapat disajikan dengan table atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal 

  
KESIMPULAN 

Transformasi ekonomi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola transaksi, 
interaksi pasar, dan perilaku konsumsi masyarakat. Digitalisasi melalui platform e-commerce, 
marketplace, serta layanan berbasis aplikasi memberikan kemudahan, efisiensi, dan akses yang 
lebih luas bagi konsumen dalam memperoleh berbagai produk dan layanan. Namun, perkembangan 
tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan baru dalam aspek perlindungan konsumen, seperti 
asimetri informasi, penyalahgunaan data pribadi, praktik perdagangan tidak adil, hingga 
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meningkatnya potensi penipuan dalam transaksi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi 
perlindungan konsumen yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas 
dinamika ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan pembaruan 
regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital agar mampu memberikan 
perlindungan yang komprehensif bagi konsumen di era ekonomi digital. 

Dalam konteks tersebut, BPKN memiliki peran strategis dalam memperkuat sistem 
perlindungan konsumen melalui fungsi advokasi kebijakan, peningkatan literasi digital konsumen, 
penguatan sistem pengaduan, serta kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku 
kepentingan. Transformasi digital dalam kelembagaan BPKN juga menjadi langkah penting untuk 
meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi 
seperti sistem pengaduan digital terintegrasi, analisis big data, serta penggunaan AI dapat 
membantu mempercepat proses penanganan pengaduan konsumen dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik. Dengan demikian, penguatan peran kelembagaan dan transformasi digital BPKN 
diharapkan mampu menciptakan sistem perlindungan konsumen yang lebih responsif, transparan, 
dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital di Indonesia, melalui penguatan regulasi, 
peningkatan literasi digital masyarakat, serta sinergi kebijakan lintas sektor yang berkelanjutan. 
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